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INTISARI

Meningkatnya kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
merupakan indikator lemahnya penegakan hukum lingkungan. Hal tersebut
semakin dikuatkan dengan hakim sebagai ujung tombak penegak hukum
cenderung mengeluarkan putusan-putusan yang tidak mencerminkan keadilan
dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kurangnya
pemahaman hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup menjadi salah
satu penyebabnya. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 134/KMAJ/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
merupakan salah satu upaya dari pembaharuan sistem penegakan hukum
lingkungan terintegrasi. Keputusan tersebut sekaligus sebagai upaya
meningkatkan kompetensi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup.
Dalam Penulisan Hukum ini, penulis pada pokoknya membahas mengenai
implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut. Bagaimana
pengadilan menangani perkara lingkungan hidup dan bagaimana hakim
lingkungan hidup bersertifikat menerapkan penegakan hukum lingkungan dalam
putusan-putusannya serta hambatan dalam menerapkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tersebut.
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ABSTRACT

Case rising of pollution and/or destruction of the environment is an
indicator of a poor enforcement environmental law. It is reinforced by the judge’s
verdict that does not reflect a justice in the protection and management of
environment. The cause is a less knowledge which had by the regular judges. The
Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number
134/KMA/SK/1X/2011 about Environmental Judges Certification is an effort of a
renewal of an integrated environmental law system. This decision is also an effort
of upgrading a judge qualification on handling an environmental affair. This legal
research explains how the courts handling environmental cases, how certified
environmental judges applying environmental law in a verdict and the obstacles
that the environmental judges certification face during implementation.
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